SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH TAHUN 2025 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun
2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum
Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Umum
Energi Daerah Tahun 2025 - 2034;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2023 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Energi
Nasional dan Rencana Umum Energi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 114});

7. Peraturan...../2



Menetapkan

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber
Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi
Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 14 Tahun
2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga
Kerja Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Papua Tengah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA UMUM
ENERGI DAERAH TAHUN 2025 - 2034.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat...../3
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Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi
Papua Tengah yang menyelenggarakan urusan bidang
energi dan sumber daya mineral.

Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.

Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.

Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi
dan Sumber Daya Mineral.

Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang
dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan
elektromagnetika.

Energi Baru adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi
baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan
maupun yang Tak Terbarukan antara lain nuklir,
hidrogen, gas rawa, gas methana batubara (coal bed
methane), batubara tercairkan (liquified coal) dan
batubara tergask (gasified coal).

Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari proses
alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga
angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi.

Rencana Umum Energi Daerah yang selanjutnya
disingkat RUED adalah kebijakan Pemerintah Daerah
mengenai rencana pengelolaan energi tingkat provinsi
yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan
Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang bersifat
lintas sektor.

Bauran Energi adalah energi primer gabungan yang terdiri
dari minyak bumi, gas bumi, batubara, energi baru dan
energi terbarukan baik dari sisi demand (pengguna energi)
maupun supply (penyedia energi).

. Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah

sistem semi tertutup atau semi terbuka yang sebagian
besar interaksinya adalah antara individu-individu yang
berada dalam kelompok tersebut.

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan
pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal
untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan
kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan
budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
yang merupakan satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Organisasi Masyarakat adalah Organisasi
Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah
organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat
secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yvang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai
panduan Pemerintah Daerah dalam mencapai:
a. kemandirian Pengelolaan Energi;

b. ketersediaan...../4



b. ketersediaan Energi;

c. Pengelolaan Sumber Energi secara optimal, terpadu dan
berkelanjutan;

d. Pemanfaatan Energi secara efisien disemua sektor;

e. akses untuk masyarakat terhadap Energi secara adil dan
merata;

f. pengembangan kemampuan teknologi, industri Energi

dan jasa Energi agar Daerah mandiri dan meningkatkan

kapasitas sumber daya manusia;

terciptanya lapangan kerja; dan

terjaganya kelestarian fungsi Lingkungan Hidup.
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Pasal 3
Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai
pedoman dalam memberi arah Pengelolaan Energi di Provinsi
Papua Tengah guna mewujudkan kemandirian Energi dan
ketahanan Energi Daerah untuk mendukung pembangunan
yang berkelanjutan.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini berdasarkan asas:
kemanfaatan;
efisiensi berkeadilan;
peningkatan nilai tambah;
keberlanjutan;
kesejahteraan masyarakat;
pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
ketahanan nasional; dan
keterpaduan.
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Pasal 5
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:
RUED Provinsi;
kelembagaan Energi Daerah dan koordinasi;
perubahan RUED Provinsi;
Pengelolaan Energi;
kerja sama;
hak dan peran serta masyarakat;
lingkungan dan keselamatan;
pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
pendanaan.

TR tMe Q0 TR

BAB II
RUED-Provinsi

Pasal 6

(1) RUED Provinsi disusun untuk jangka waktu selama 10
(sepuluh) Tahun, mulai dari Tahun 2025 sampai dengan
Tahun 2034.

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan
RUED Provinsi.

(3) Pelaksanaan RUED Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melibatkan pemerintah Kabupaten, pemerintah
daerah lainnya dan pihak ketiga yang terkait.



Pasal 7

(1) RUED Provinsi merupakan dokumen Pengelolaan Energi

Provinsi yang memuat:

a. pendahuluan;

b. kondisi Energi Daerah saat ini dan ekspektasi masa
mendatang;

¢. visi, misi, tujuan dan sasaran Energi Daerah;

d. kebijakan dan strategi Pengelolaan Energi Daerah; dan

e. penutup.

(2) RUED Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.

(3) Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Energi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan
lebih lanjut dalam matriks Program RUED Provinsi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan
Peraturan Gubernur.

Pasal 8
Substansi Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) memuat rencana kebutuhan dan pasokan Energi
Daerah Tahun 2025-2034.

Pasal 9

(1) Pencapaian target RUED Provinsi diprioritaskan melalui
peran Energi Baru terbarukan dalam Bauran Energi.

(2) Bauran Energi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditargetkan sebesar:

a. 17.25% (Tujuh belas koma dua puluh lima persen)
sampai dengan tahun 2029; dan

b. 22.30 % (Dua puluh dua koma tiga puluh persen)
sampai dengan tahun 2034.

(3) Pencapaian Bauran Energi baru terbarukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi kontribusi dari program
kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, Pemerintah
Pusat dan swasta.

Pasal 10

Pencapaian target RUED Provinsi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 diprioritaskan pada pembangunan

infrastruktur, antara lain:

a. pengembangan biofuel;

b. pembangunan jaringan distribusi dan transmisi saluran
udara tegangan ekstra tinggi;

c. pembangunan pembangkit listrik tenaga air, pembangkit
listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga bayu,
sampah, biomassa, dan gas bumi; dan

d. pengembangan pemanfaatan panas bumi.

Pasal 11
(1) RUED Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
berfungsi sebagai rujukan:
a. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
Daerah dan kabupaten;

b. penyusunan...../6



b. penyusunan rencana umum ketenagalistrikan Daerah
dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; dan

c. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah
oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaannya.

(2) RUED Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
berfungsi sebagai pedoman bagi:

a. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk
menyusun dokumen rencana strategis sesuai
kewenangannya;

b. Pemerintah Daerah untuk melaksanakan koordinasi
perencanaan Energi lintas sektor; dan

c. masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan
pembangunan Daerah bidang Energi.

(3) RUED Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 harus
diintegrasikan dengan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah.

BAB III
KELEMBAGAAN ENERGI DAERAH DAN KOORDINASI

Pasal 12

(1) Kelembagaan  bertugas mengkaji secara teknis,
melakukan pemantauan dan mengevaluasi serta memberi
rumusan/input/rekomendasi kebijakan pembangunan
energi dan implementasi RUED;

(2) Anggota dari kelembagaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan Perangkat Daerah dan unsur terkait
sesuai dengan kebutuhan;

(3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas membuat detail implementasi pengembangan
Energi Baru Terbarukan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing Perangkat Daerah;

(4) Pelaksanaan tugas kelembagaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dengan
instansi terkait baik pusat maupun Daerah dan pihak lain
terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(5) Kelembagaan dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

BAB IV
PERUBAHAN RUED-PROVINSI

Pasal 13
RUED Provinsi dapat ditinjau kembali dan dimutakhirkan
secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-
waktu, dalam hal:
a. Perubahan lingkungan strategis; dan/atau
b. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) mengalami
perubahan mendasar.

Pasal 14...../7



Pasal 14
Perubahan target dalam RUED Provinsi dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang Energi Daerah.

BAB V
PENGELOLAAN ENERGI

Bagian Kesatu
Penyediaan dan Pemanfaatan

Pasal 15

(1) Penyediaan Energi dilakukan melalui:

inventarisasi sumber daya Energi;

peningkatan cadangan Energi;

penyusunan neraca Energi;

diversifikasi, konservasi dan intensifikasi sumber

energi; dan
e. penjaminan kelancaran penyaluran transmisi dan

penyimpanan Sumber Energi dan Energi.

(2) Penyediaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diutamakan di Daerah 3T (tertinggal, terdepan dan
terluar), daerah yang belum berkembang, pulau-pulau,
dan daerah perkampungan dengan menggunakan Energi
setempat khususnya Energi Terbarukan;

(3) Daerah penghasil Energi mendapat prioritas untuk
memperoleh Energi dan Sumber Energi setempat;

(4) Penyediaan Energi Baru dan terbarukan wajib
ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah.

aoop

Bagian Kedua
Pengusahaan

Pasal 16

(1) Pengusahaan Energi meliputi pengusahaan sumber daya
Energi, Sumber Energi dan Energi;

(2) Pengusahaan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh badan usaha milik Daerah, badan
usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat;

(3) Pengusahaan jasa penunjang Energi dapat dilakukan oleh
badan usaha milik Daerah, badan usaha swasta, badan
layanan umum dan koperasi yang memiliki sertifikasi,
klasifikasi dan kualifikasi;

(4) Pengusahaan jasa penunjang Energi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) mengikuti klasifikasi jasa
penunjang Energi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(5) Klasifikasi jasa penunjang Energi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan antara lain untuk memberikan
kesempatan pertama dalam menggunakan jasa Energi
dalam negeri.

Pasal 17
Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berkewajiban:

a. memberdayakan...../8



a. memberdayakan masyarakat setempat;

b. menjaga dan memelihara fungsi kelestarian lingkungan;

c. memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan
Energi; dan

d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bidang Energi.

Bagian Ketiga
Konversi Energi

Pasal 18

(1) Pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil (bahan
bakar minyak) wajib melakukan konversi Energi Baru
Terbarukan (EBT);

(2) Pada kawasan tertentu dilarang menggunakan
transportasi berbahan bakar minyak;

(3) Sarana dan prasarana pemerintah secara bertahap dan
berkesinambungan wajib menggunakan EBT.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 19
(1) Gubernur mengembangkan pola kerja sama dalam rangka
pelaksanaan RUED Provinsi.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. pemerintah daerah provinsi lain;
b. pemerintah daerah kabupaten;
c. badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha milik
kampung dan swasta,;
lembaga dalam negeri dan/atau luar negeri;
perguruan tinggi;
lembaga riset; dan
g. masyarakat.
(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VII
HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

(1) Setiap orang berhak memperoleh Energi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang
mengatur mengenai Energi.

(2) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok
dapat berperan dalam:
a. penyusunan RUED Provinsi dan perubahannya; dan
b. pengembangan Energi untuk kepentingan umum.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan,
data, informasi, dan kegiatan.

(4) Ketentuan..... /9



(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam
Peraturan Gubernur.

BAB VIII
LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN

Pasal 21

(1) Setiap kegiatan Pengelolaan Energi wajib mengutamakan
penggunaan Energi yang ramah lingkungan dan
memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan
Hidup.

(2) Setiap kegiatan Pengelolaan Energi wajib memenuhi
ketentuan yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keselamatan yang
meliputi standardisasi, pengamanan dan keselamatan
instalasi serta keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

(1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan,
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUED
Provinsi.

(2) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis
dilakukan oleh Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan,
pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RUED
Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 23
Pendanaan dalam pelaksanaan RUED Provinsi bersumber
dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber pendanaan lain yang sah yang tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XlL....if 1D
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2024

. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
HUKUM,

/f fk,_/

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002



LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI
PAPUA TENGAH TAHUN 2025 - 2034

RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengamanatkan bahwa peranan
energi sebagai sumber daya alam sangat penting artinya bagi
peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional sehingga pengelolaan
energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya
harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal
dan terpadu.

Secara nasional kebijakan pengelolaan energi diatur dalam Undang-
Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 yang selanjutnya disebut dengan
Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang meliputi ketentuan tentang
ketersediaan, prioritas pengembangan, pemanfaatan sumber daya dan
cadangan penyangga energl secara nasional. Selanjutnya Rencana
Umum Energi Nasional (RUEN) merupakan kebijakan pemerintah pusat
mengenai rencana pengelolaan energi tingkat nasional yang merupakan
penjabaran dan rencana pelaksanaan KEN yang bersifat lintas sektor
untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi. Ketahanan
energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses
masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka
panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap
lingkungan hidup. Sedangkan kemandirian energi adalah terjaminnya
ketersediaan energi dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi
dari sumber daya dalam negeri.

Dalam rangka implementasi RUEN di daerah, maka perlu didukung
dengan adanya suatu perencanaan umum energi di tingkat provinsi. Hal
tersebut dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014
yvang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017
bahwa Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Umum Energi Daerah
(RUED) berdasarkan RUEN yang mengakomodasi kebijakan Pemerintah
Provinsi mengenai rencana pengelolaan energi dan merupakan
penjabaran rencana pelaksanaan kebijakan energi yang bersifat lintas
sektor untuk mencapai sasaran kebijakan energi di tingkat Provinsi
dengan mengutamakan pemanfaatan energi setempat.

Penyusunan RUED juga harus memperhatikan inklusifitas daerah, Pada
tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Salah satu urgensi pembentukan
PemPentukan Provinsi Papua Tengah, adalah untuk percepatan
pelayanan kpada masyarakat di wilayah provinsi Papua Tengah.
Pembangunan dapat lebih terfokus dengan rentang kendali lebih dekat;
upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien; memperkuat
eksistensi serta peran wilayah adat dan budaya sebagai modal sosial;
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serta untuk menjawab tantangan pembangunan dan tingkat
kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat
menuntut penyediaan energi yang cukup dari penyedia energi, yang
utamanya masih ditangani oleh pemerintah. Dengan adanya pemekaran
provinsi baru tersebut, perlu dilakukan pemetaan terkait sumberdaya
energi di masing-masing provinsi tersebut. Penyediaan listrik saat ini
masih didominasi pembangkit berbahan bakar fosil. Sementara di lain
pihak, Provinsi Papua Tengah Tengah memiliki potensi energi terbarukan
yang melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal, seperti
energi air, biomassa, biogas, dan biovual, yang dapat diperoleh dari
perkebunan sawit, perkebunan sagu, dan nipah. Saat ini penyediaan
listrik masih bersumber dari energi fosil, yaitu minyak bumi, gas alam,
dan batubara. Seluruh potensi energi yang melimpah ini memerlukan
penanganan dan pengelolaan yang baik, demi menjaga ketesediaan dan
kesinambungan penyediaan energi.

RUED diharapkan berisi rencana pengembangan energi yang akan
dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan potensi dan sumber
daya energi lokal yang dimiliki daerahnya. Selain itu diharapkan berisi
pula perencanaan pendanaan dan kebijakan insentif fiskal dalam
pengembangan sektor energi.

Berdasarkan uraian di atas maka pada Tahun Anggaran 2024 ini
Pemerintah Provinsi Papua Tengah memandang perlu untuk
melaksanakan Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Sistem pengelolaan energi untuk mengetahui permintaan dan
penyediaan energi daerah perlu direncanakan sebaik mungkin untuk
menghindari terjadinya krisis energi akibat ketidakseimbangan antara
permintaan dan penyediaan energi. Untuk tujuan itu, maka Pemerintah
Daerah Provinsi Papua Tengah melalui Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) terkait perlu menyusun RUED yang diharapkan dapat menjadi
acuan bagi sistem pengelolaan energi daerah yang integral dalam
mengatasi permasalahan dan tantangan energi menuju ketahanan dan
kemandirian energi di Provinsi Papua Tengah. Selain itu akses
masyarakat terhadap infrastruktur energi belum merata. Hal ini
disebabkan oleh kondisi geografis yang berbeda- beda; baik topografi
maupun tingkat kesulitan medan, distribusi penduduk yang tidak
merata, hak ulayat masyarakat adat atas tanah, dan sebagainya.

Pemanfaatan energi saat ini sebagian besar masih berasal dari energi
fosil, yaitu: minyak bumi, gas bumi dan batubara yang berasal dari luar
Provinsi Papua Tengah. Meskipun Provinsi Papua Tengah memiliki
potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang besar, namun
pemanfaatannya masih sangat kecil.

Secara umum pemakaian energi saat ini akan terus meningkat secara
pesat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi,
meningkatnya kesejahteraan penduduk, dan perkembangan teknologi.
Pertumbuhan ekonomi Papua di masa datang diproyeksikan merupakan
hasil dari pembangunan hijau, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat,
namun juga ramah lingkungan, serta inklusif secara sosial dan budaya.
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Dengan demikian penyusunan RUED-P Papua ditekankan pada aspek
pengelolaan energi secara optimal, berkeadilan, berkelanjutan dan
terpadu dengan tetap menjaga Kkelestarian fungsi lingkungan hidup,
serta memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat yang menjadi
inklusifitas Papua.

[.2 Ruang Lingkup

1) Penyusunan data penyediaan dan permintaan energi di Provinsi
Papua Tengah didasarkan pada tahun dasar 2023, tahun awal
rencana 2025, dan tahun akhir rencana 2034,

2) Penyusunan RUED Provinsi Papua Tengah menggunakan skenario

dengan asumsi bahwa pertumbuhan konsumsi energi final akan
berkurang dengan menerapkan program konservasi dan efisiensi
energi pada sisi pengguna sesuai dengan target Pemerintah dalam
Kebijakan Energi Nasional.
Pada sisi penyediaan skenario mengikuti prinsip-prinsip yang telah
diamanatkan dalam RUEN, misalnya meningkatkan penetrasi
pemanfatan EBT, mengoptimalkan pemanfaatan gas, meminimalkan
pemanfaatan minyak, dan menjadikan batubara sebagai
penyeimbang pasokan.

3) Penyusunan RUED Provinsi Papua Tengah juga memperhatikan
rencana pembangunan dan pengembangan daerah, potensi dan
kebutuhan energi daerah, serta status otonomi khusus Papua;

4) Penyusunan RUED Provinsi Papua menggunakan data dasar dari
Badan Pusat Statistik, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, BPH
MigasPT. PLN, Bappenas, Bappeda Provinsi Papua Tengah, PT. Pertamina,
Badan Pengelolaan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah,serta pihak- pihak
lain yang terkait;

5) Proyeksi pemodelan dan penyediaan energi Provinsi Papua di dalam
dokumen RUED-P menggunakan perangkat lunak Low Emissions
Analysis Platform (LEAP);

1.3 Aspek Regulasi

Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah provinsi Papua ini dilandasi
aspek regulasi, perizinan, dan perundang-undangan yang terkait energi,
di antaranya:

1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional:

a) Keterkaitan dengan pemerintah Provinsi Papua untuk
menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
wajib membuat Rencana Strategis (RENSTRA) oleh OPD yang
memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan
kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif.

b) Keterkaitan dalam Penjabaran Program pada RPJMD Tahun
2019-2023 tersebut tertuang pada Program dan kebijakan
Provinsi Papua melalui kegiatan lintas dinas/instansi yang
berkaitan dengan sektor energi.

2)  UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yang di dalamnya
memuat:

a) Pasal 18 ayat (1): “Pemerintah daerah menyusun Rencana
Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum
Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(1)”



